
 

 

ANALISIS PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 

PRODUK HALAL (BPJPH ) DALAM PENERBITAN 

SERTIFIKASI  HALAL PERSPEKTIF  

MAQASID SYARIAH 

( Studi Pada BPJPH di Kementrian Agama Provinsi Lampung) 

 

Skripsi  

 

 

Oleh:  

 

Iqbal Bagas Putra 

NPM. 1951010370 

  

 

 

 
 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1444H/ 2023 M



 

i 

 

ANALISIS PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK 

HALAL (BPJPH ) DALAM PENERBITAN SERTIFIKASI  HALAL 

PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH 

( Studi Pada BPJPH di Kementrian Agama Provinsi Lampung) 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi   
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI   

Dalam Ilmu Ekonomi Syariah 

 

 

Oleh: 

 

Iqbal Bagas Putra 

NPM. 1951010370 

 

 

 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

 

 

 

Pembimbing I  :  Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E.,M.Si 

Pembimbing II :  Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Si 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM 

NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1444 H/ 2023 M  



 

ii 

 

ABSTRAK 

 

Dengan meningkatnya perkembangan industri makanan, 

minuman, kosmetik, dan lainya yang secara luas terjual bebas di 

pasarana tentunya harus di awas oleh negara agar keamanan dan 

kepastian hukum setiap warga negara di lindungu oleh negara sesuai 

dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk 

Halal . Masalah utama pada penelitian ini adalah mengenai pengajuan 

sertifikat Halal yang banyak terjadi di masyarakat dan sebagai pelaku 

usaha wajib untuk menerbitkan sertifikat halal atas produk usahanya, 

namun masyarakat masih memiliki kendala dalam proses pengajuan 

sertifikat Halal tersebut. Skrip ini bertujuan untuk meneliti dan 

menganalisis efektifitas, kendala, biaya dan perspektif maqasid 

syariah BPJPH Provinsi Lampung dalam sertifikasi Halal 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif 

field research dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara 

dan pelacakan dokumentasi. Analisis data meliputi kondensasi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tugas BPJPH di 

provinsi Lampung menyelenggarakan informasi sosialisasi, edukasi, 

pendampingan dan pengawasan produk Halal di pasaran yang beredar. 

Dalam perspektif maqasid syariah, mengamankan nilai kehidupan 

manusia, masyarakat, dan lingkungan terpenuhi. Sedangkan 

mengamankan diri manusia belum terpenuhi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iii 

 

ABSTRACT 

 

With the increasing development of the food, beverage, 

cosmetic and other industries which are widely sold freely in the 

market, of course the state must monitor it so that the security and 

legal certainty of every citizen is protected by the state in accordance 

with law number 33 of 2014 concerning guarantees for Halal 

products. . The main problem in this research is regarding the 

submission of Halal certificates which occur a lot in the community 

and as business actors it is mandatory to issue halal certificates for 

their business products, but the community still has problems in the 

process of applying for the Halal certificate. This script aims to 

research and analyze the effectiveness, constraints, costs and maqasid 

sharia perspectives of BPJPH Lampung Province in Halal 

certification 

 The type of research used is qualitative field research 

with data collection techniques in the form of interviews and 

documentation tracking. Data analysis includes data condensation, 

data presentation and drawing conclusions. 

 The results of this study indicate that the task of 

BPJPH in Lampung province is to organize information outreach, 

education, assistance and supervision of Halal products in the 

circulating market. In the perspective of maqasid sharia, securing the 

value of human life, society and the environment is fulfilled. While 

securing human self has not been fulfilled 
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MOTTO 

 

 

عُسْرِ 
ْ
عُسْرِ يُصْرًاۗ ) الشرح/فَاِنَّ مَعَ ال

ْ
 (6-5: 49يُصْرًاۙ اِنَّ مَعَ ال

 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

 

(Surat al-Insyirah Ayat 5-6) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini telebih 

dahulu penulis akan mengemukakan Penegasan Judul dengan 

memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindarkan 

perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap pokok permasalan ini. 

Adapun Judul Skripsi adalah: “Analisis Peran Badan Penyelengara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Penerbitan Sertifikasi Halal 

Perspektif Maqasid Syariah (Studi pada BPJPH di Kementrian 

Agama Provinsi Lampung) 

Badan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal berdasarkan 

ketentuan undang-undang berwenang untuk merumuskan dan 

menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menerbitkan atau 

mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, 

melakukan pembinaan auditor halal, edukasi, dan publikasi produk 

halal. Dengan dibentuknya BPJPH, maka kewenangan atas 

sertifikasi bukan lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Kajian 

Pangan, Obat-obatan, dan Kosmatika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM-MUI) saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama 

antara Pemerintah dan MUI
1
 

Sertifikasi halal ter diri atas dua kata yaitu “sertifikasi” dan 

“halal”. Sertifikasi  sendiri  adalah sebuah proses untuk 

memperoleh sertifikat. Menurut Kamus Besar  Bahasa Indonesia 

dijelaskan bahwa “Sertifikat” adalah tanda atau surat keterangan  

(pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang 

dapat digunakan  sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian
2
 

Sertifikasi Halal merupakan sebuah jaminan keamanan  

bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk.  

Sertifikasi  diberlakukan guna memberikan jaminan kepada 

                                                      
1 Khairuddin and Muhammad Zaki, “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI 

INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) 

Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan,” Asas 13, no. 1 

(2014): 101–121. 
2 Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Sopa, “Studi Atas Fatwa Halal 

MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika” (Gaung Persada 

Press Group (GP Press), Jakarta, 2013). 
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masyarakat, bahwa pangan yang  dibeli telah memenuhi standar 

mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen 

pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada. 

Sedangkan halal berarti segala sesuatu yang dibenarkan dan tidak 

dilarang menurut syari‟at Islam. Jadi  dapat disimpulkan bahwa 

Sertifiaksi halal adalah salah satu standar dan kriteria yang dibuat 

untuk melindungi konsumen pada khususnya konsumen muslim 

dari produk pangan yang berbahaya serta mengandung dzat haram. 

Maqashid syariah merupakan bagian dari tasawuf Islam 

(Islamic Worldview), yang dimaksudkan tasawuf ini adalah cara 

pandang, gambaran atau sikap mental terhadap segala sesuatu 

berdasarkan nilai Islam. Pemahaman tentang suatu perkara yang 

meliputi aspek tauhid terhadap Allah sebagai Pencipta dan manusia 

sebagai hamba dan Khalifah Allah, yang terbangun dari bukti-bukti 

akal (aqli) dan bukti-bukti naqli (Al-Qur‟an dan Hadis)
3
 maqashid 

syariah meliputi berbagai macam Aspek seperti yang dikenalkan 

oleh Asy-Syatibi melalui ad-dharuriyah al-khamsa yang meliputi 

menjaga agama ( hifdzu ad-din), nyawa ( hifdz an-nafs), akal 

(hifdz al-„aql), keturunan (hifdz an-nasl) dan harta (hifdz al-maal). 

Akan tetapi, seharusnya maqashid syari‟ah akan terus berkembang 

sesuai dengan tantangan zamannya, untuk memenuhi kebutuhan 

manusia akan setiap perkembangan tekhnologi ataupun kebutuhan 

manusia yang bersifat inovatif dan dinamis. 

 

B. Latar belakang Masalah 

Indonesia menduduki peringkat nomor satu dengan jumlah 

penduduk muslim terbanyak di dunia, walaupun negara Indonesia 

letaknya jauh dari negara Arab. Indonesia menjadi negara dengan 

populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal 

Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 

edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama 

Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk 

Indonesia.
4
 Dengan begitu jaminan atas produk halal merupakan 

                                                      
3
 Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan 

Hukum Industri Halal Di Indonesia,” Law and Justice 3, no. 2 (2019): 91–97. 
4 Kementerian Agama RI, 2022. 

https://web.archive.org/web/20200903221250/https:/data.kemenag.go.id/agamadashb



3  

 

hal penting untuk masyarakat karena merupakan konsumen 

terbesar atau mayoritas di Indonesia dan menjadi target impor 

perdagangan dari negara-negara lain, baik makanan, minuman, dan 

obat-obatan.  

Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan di 

Indonesia antara lain makanan dan minuman, pariwisata, fashion, 

media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik, serta keuangan syariah
5
 

Dengan populasi salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, 

Indonesia seharusnya menjadi pengembang industri halal. Sektor 

makanan merupakan industri dengan pendapatan terbesar dan 

diprediksi akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan kesadaran 

masyarak at terhadap produk halal yang dikonsumsi
6
 

Lebih dari itu, Jaminan Produk Halal dapat memberikan 

keuntungan bagi produsen guna meningkatkan penjualan. Seperti 

yang kita ketahui, mencari konsumen halal di Indonesia sangatlah 

mudah. Sehingga jika produk tersebut telah memenuhi unsur 

kehalalannya maka secara otomatis akan menarik minat konsumen 

muslim untuk membelinya hal ini membuktikan bahwa Indonesia 

menunjukkan kemajuan pesat dalam ekonomi syariah, tidak hanya 

karena jumlah konsumsi produk halal terbesar tetapi juga 

kontribusi inovasi dalam industri ekonomi syariah, yaitu makanan, 

fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, media, dan 

industri rekreasi 
7
 

Bagi muslim, lambang halal menunjukan produk tersebut 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah 

sehingga layak dikonsumsi. Tetapi bagi non-muslim, logo halal ini 

mewakili tanda kebersihan, kualitas, kemurnian dan keamanan. 

Value chain atau biasa dikenal dengan rantai nilai adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

                                                                                                                  
oard/statisti k/umat. 

5 Ferry Khusnul Mubarok and Muhammad Khoirul Imam, “Halal Industry 

in Indonesia; Challenges and Opportunities,” Journal of Digital Marketing and Halal 

Industry 2, no. 1 (2020): 55–64.  
6 Mutiah Khaira Sihotang and Hasanah Hasanah, “Islamic Banking Strategy 

In Facing The New Normal Era During The Covid 19,” in Proceeding International 

Seminar Of Islamic Studies,  
7 Ibid. 



4 

 

 

produk atau jasa.
8
 

Memperhatikan halal dan haram menjadi krusial bagi 

setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan, sebab hal ini 

merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk mengkonsumsi 

sesuatu dengan yang halal seperti yang diterangkan dalam firman 

Allah surat al-Māidah ayat 88 yang berbunyi:  

نْخُمْ ةِهٖ مُؤْمِنُيْنَ             
َ
ذِيْْٓ ا

َّ
َ ال احَّلُيا اللّٰه تًاۖ وَّ ِ

ا طَي 
ً
ل
ٰ
ُ حَل مُ اللّٰه

ُ
ا رَزَكَك يْا مَِِّ

ُ
ل
ُ
وَك

 (88: 5) المائۤدة/
“ dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah 

kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah 

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” ( Q.S. Al-

Mā‟idah (5): 88). 

Sebagai seorang muslim yang membutuhkan jaminan atas 

apa saja yang ia konsumsi, jaminan tersebut ialah makanan dan 

minuman yang dikonsumsi sudah dijamin halal oleh badan yang 

berwenang. Mengkonsumsi produk halal merupakan salah satu 

bentuk menjalankan agama dan merupakan hak setiap individu, 

masyarakat yang beragama islam harus memilih produk yang 

sudah dipastikan kehalalannya oleh badan yang berwenang. 

Banyak produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki 

sertifikat halal, walaupun pelaku usaha yang mengeluarkannya 

sudah menyatakan halal
9
 

Sertifikasi halal adalah suatu upaya pemerintah dalam 

menentukan standar dan kriteria khusus terhadap produk pangan 

yang beredar di Indonesia. Saat ini sertifikasi halal tidak hanya 

sebatas sebuah bentuk perlindungan terhadap pemakaian suatu 

produk dari dzat halal atau haram yang terkandung di dalamnya. 

Namun kini sertifikasi halal adalah suatu perlindungan bagi 

masyarakat akan produk yang beredar dipasaran, terutama apabila 

produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen yang 

                                                      
8 Pratiwi Subianto, “Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat 

Muslim Akan Makanan Halal,” in Proceeding of Conference on Islamic Management, 

Accounting, and Economics, 2019, 141–146. 
9
 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di 

Indonesia. (Jakarta: PT Rajawali Press, 2013), 
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menggunakan produknya.   

Maka dalam hal ini negara bertindak sebagai pengawas 

dengan menjadikan sertifikasi sebagai sarana yang diwajibkan 

kepada pengusaha. Dikeluarkannya sertifikasi halal berarti 

memberikan kepastian mengenai jaminan produk halal bagi 

konsumen. Walaupun peredaran produk pangan yang dipasarkan di 

Indonesia baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri telah 

memiliki kriteria tertentu dalam standarisasi kesehatan maupun 

kehalalannya.  

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai halal atau 

tidaknya suatau produk dilihat dari label halal yang didapatkan 

berdasarkan sertifikat halal, yaitu fatwa yang di tetapkan oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mellalui proses penelitian yang di 

lakukan oleh lembaga pemeriksa Halal (LPH), dan di terbitkan 

oleh badan penyellenggara jaminan  produk Halal (BPJPH)
10

 

Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan 

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk  Halal (BPJPH) pada hari 

Rabu, 11 Oktober  2017. BPJPH meruapakan badan  baru di 

Kementrian Agama yang ditugaskan untuk menyelenggarakan 

jaminan produk halal. Keberadaannya  berada di bawah Menteri 

Agama dan bertanggung jawab kepada menteri juga. Berdasarkan 

Pasal 6 Undang Undang  Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal  menyatakan bahwa kewenangan BPJPH dalam 

menyelenggarakan jaminan produk halal  

Berdasarkan kewenangan atributif  sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 6 tersebut, BPJPH  merupakan satu satunya 

lembaga yang berwenang  untuk menyelenggarakan sertifikasi  

produk halal di Indonesia. Dengan demikian maka proses 

sertifikasi produk halal tidak lagi berada di bawah kewenangan 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 

Majellis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).  

BPJPH  berdasarkan ketentuaan undang berwenang untuk 

merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, 

menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi 

                                                      
10 h. amrullah kamsari. mekanisme pengajuan sertifikasi halal dan fasilitas 

halal bagi umk  
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produk halal inpor, melakukan pembinaan auditor halal, edukasi, 

dan publikasi produk halal.
11

 

Namun di sisi lain, pengamat ekonomi syariah dari 

Institute for Development of Economicsand Finance (Indef) Abra 

Talattov menyayangkan posisi Indonesia sebagai produsen barang 

halal masih di bawah negara-negara yang notabene non-Muslim. 

Dengan kata lain, Indonesia belum mampu menangkap potensi 

pasar industri halal khususnya di dalam negeri
12

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk 

membahas mengenai proses pendaftaran sertifikasi halal yang di 

rasakan oleh pelaku usaha masih kesulit dalam mendapatkan 

informasi pendaftaran maupun akses yang harus di lakukan dalam 

mendaftarkan produk usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal 

dan juga  untuk mejelaskan lebih rinci mengenai efektifitas BPJPH 

yang merupakan badan baru yang menerbitkan serifikasi halal 

untuk masyarakat indonesia di bawah Kementerian Agama, Karena 

saat masyarakat mengkonsumsi produk halal dan pelaku usaha 

mengeluarkan produk halal banyak yang beranggapan bahwa 

serifikasi halal masih di pegang oleh LPPOM MUI. Oleh karena 

itu judul yang akan peneliti teliti adalah  “Analisis Peran Badan 

Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam 

Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah (studi 

pada BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Lampung) ” 

 

C. Identifikasi Dan Batasan Penelitian 

1. Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka 

terdapat beberapa idntifikasi masalah yaitu sebagi berikut : 

a. Kendala yang dihadapi BPJPH sebagai hukum baru dalam 

menerbitkan sertifikasi halal   

b. Kesulitan UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal 

 

                                                      
11 Khairuddin and Zaki, “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI 

INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) 

Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan.” 
12 Michael Marks et al., “Transmission of COVID-19 in 282 Clusters in 

Catalonia, Spain: A Cohort Study,” The Lancet Infectious Diseases 21, no. 5 (2021): 

629–636.  
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2. Pembatasan Masalah 

a. BPJPH adalah salah satu unsur pendukung di kementrian 

agama republik indonesia yang berad dibawah dan yang 

bertanggung jawab kepada Kementerian agama yang 

bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk 

halal sesuai dengan ketentuan peeraturan perundang-

undangan. 

b. Penelitian ini dibatasi untuk sertifikat halal dari Badan 

Penyelenggara  Jaminan Halal (BPJP) Provinsi Lampung 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan  permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana peran BPJPH Provinsi Lampung dalam 

menerbitkan sertifikat halal ? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi BPJPH Provinsi Lampung 

dalam pelaksanaan sertifikat halal ? 

3. Bagaimana sertifikasi halal BPJPH Provinsi Lampung dalam 

perspektif maqāṣid syariah? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk dapat mengetahui dan Analisis Pelaksanaa Tugas 

BPJPH Provinsi Lampung 

2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis kendala yang 

dihadapi BPJPH Provinsi Lampung dalam menerbitkan 

sertifikat halal 

3. Untuk menganalisis perspektif maqāṣid syariah dalam 

memandang sertifikasi halal yang diterapkan BPJPH di 

Provinsi Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian 

ini, antara lain :   

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  dijadikan bahan dasar 

referensi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk 
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melaksanakan penelitian dan pembahasan terhadap 

permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.  

2. Manfaat Praktis 

 a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk berlatih 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan 

penelitian serta menambah wawasan penulis agar berpikir 

secara kritis dan sistematis  

b. Bagi pembaca, khususnya masyarakat hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan gaya hidup berbasis digital terhadap perilaku 

konsumtif generasi milenial. Dan sebagai bahan masukan 

agar dapat mengevaluasi barang yang akan konsumsi baik 

bagi personal maupun bagi yang lainnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Khairuddin, Muhammad Zaki “Progres Sertifikasi Halal Di 

Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (Bpjph) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, 

Obat-Obatan Dan Kosmetika (Lppom) Mui Pusat”
13

 Hasil dari 

pembahasan dalam penelitian ini adalah: Pertama, secara 

normatif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

telah siap dalam mengimplementasikan Undang Undang Nomor 

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kedua, terdapat 

dua implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan 

sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni implikasi positif yang 

ditandai dengan kuatnya ketentuan terkait sertifikasi produk 

halal, dan implikasi negatif masih terdapat kekurangan dalam 

pelaksanaan proses sertifikasi produk halal tersebut. Ketiga, 

kesiapan SDM, pemanfaan teknologi informasi, birokrasi dan 

komunikasi antar institusi terkait, serta pemahaman masyarakat 

menjadi faktor yang memengaruhi dalam implementasikan UU 

                                                      
13 Khairuddin and Zaki, “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI 

INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) 

Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan.”(jurnal) 
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Nomor 33 Tahun 2014. 

2. Syarif Nurdin
14

 “Sertifikasi Produk Halal Oleh Bpjph Diy 

Dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid 

Syariah” Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: 

Secara umum model sertifikasi halal BPJPH DIY dalam 

penyelenggaraan sertifikasi halal berwenang dalam melakukan 

proses penerimaan registrasi dan menerbitkan sertifikat halal. 

Sedangkan standarisasi halal saat ini masih merujuk pada 

system jaminan halal LPPOM MUI. Sementara standar biaya 

sertifikasi halal belum ada mengingat belum keluarnya PMK 

yang mengatur hal tersebut. Namun untuk usaha yang masuk 

dalam kategori UMK biaya akan ditanggung oleh Negara. 

Meskipun demikian, pelaku usaha tetap membayar di pos 

rekening LPH (LPPOM MUI) akibat pemberlakuan dua pos 

rekening. 

3. Leni Yuliana , Aris Risdiana
15

 “Pengambilan Keputusan 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (Lppom Mui) Dalam Penerbitan 

Sertifikasi Halal” Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini 

adalah: Pengambilan keputusan sertifi kasi halal yang dilakukan 

oleh LPPOM MUI DIY bersifat semi otonom. Karena 

pengambilan keputusan pada proses sertifi kasi halal dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu LPPOM MUI DIY dan MUI DIY. LPOM 

MUI DIY memiliki kewenangan untuk meneliti, menganalisa, 

dan memutuskan produk-produk yang aman dikonsumsi baik 

dari sisi kesehatan dan dari sisi syariat Islam. Namun, 

keputusan ini belum fi nal sampai ada legalitas dari MUI DIY 

melalui sidang komisi fatwa. Karena pada lembar sertifi kat 

halal juga mengatasnamakan MUI DIY bukan LPPOM MUI 

DIY. Hal ini membuktikan sebagai lembaga bentukan MUI 

DIY pengambilan keputusan yang dilakukan oleh LPPOM MUI 

DIY tidak dapat berdiri sendiri. Meskipun memiliki wewenang 

                                                      
14

Syarif Nurdin “Sertifikasi Produk Halal Oleh Bpjph Diy Dengan 

Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah”(tesis) 
15 Leni Yuliana, Aris Risdiana “Pengambilan Keputusan Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (Lppom 

Mui) Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal”(jurnal) 
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membuat kebijakan organisasi, tetapi tetap memiliki garis 

instruksi dan koordinasi dengan MUI DIY. 

4. Ana Mufidah
16

 yang meneliti tentang “Kewenangan 

Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

jaminan produk halal”,diperoleh kesimpulan bawasanya 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 menunjukan 

perkembangan positif tentang jaminan produk halal di 

Indonesia dan perubahan kewenangan sertfikasi halal dari MUI 

sebagai pemegang otoritas awal kepada Kementerian Agama 

dalam hal ini BPJPH sebagai lembaga pemerintah. 

5. Bintan Dzumiroh Ariny
17

 yang meneliti tentang “dampak positif  

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di 

Indonesia,” diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan Undang-

Undang ini tidak terlepas pada faktor filosofis pembukaan UUD 

1945, ayat- ayat al-Qur‟an, kemudian umat Muslim sebagai 

konsumen terbesar yang memiliki hak konstitusi untuk 

mengonsumsi produk sesuai dengan syariat Islam. Pasca 

jaminan UU jaminan produk halal bahwa sertifikat halal bersifat 

wajib bagi pelaku usaha, BPJPH sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem jaminan 

produk halal, dan adanya anggaran dari APBN maupun APBD 

untuk pelaksanaan sertifikasi halal. 

Dari berbagai penelitian di atas terdapat Perbedaan 

dengan penelitian ini di ataranya teori yang di gunakan, lokasi 

penelitian ini di lakukan di BPJPH Provinsi Lampung  dengan 

fokus penelitian peran,kendala,dan perspektif maqasid sayriah.  

 

 

 

 

                                                      
16  Ana Mufidah “Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Ri 

Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal” (2017).(tesis) 
17 bintan dzumiroh arini, “dampak positif  undang-undang nomor 33 tahun 

2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di 

indonesia”, (jakarta: uin syarif hidayatullah, 2019)  (tesis) 
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H. Metode Penelitian   

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan metode kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan 

memakai penelitian lapangan (Field Research). yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya. Karena penelitian ini adalah jenis penelitian 

lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan 

pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi 

penelitian).  

b. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berusaha 

memaparkan berdasarkan fakta yang ada serta menelusuri 

segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas. Metode desktiptif pada hakikatnya adalah mencari 

teori bukan untuk menguji teori metode ini menitik beratkan 

pada observasi dan suasana alamiah. Penelitian bertindak 

sebagai pengamat.
18

 

2. Sumber Data  

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan data 

sebagai berikut :  

a. Data Primer  

Data primer didapatkan dari lembaga penelitian yang 

memberikan informasi langsung kepada peneliti, dilakukan 

dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait di BPJPH, 

yaitu PNS yang bekerja di lingkungan BPJPH. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari 

tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia 

sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder diperoleh dari 

literatur-literature yang terkait dengan data yang diperlukan 

penulis, data tersebut berupa buku, jurnal, artikel, majalah, 

dokumen yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. 

 

                                                      
18 Sitti Astika Yusuf and Uswatun Khasanah, “Kajian Literatur Dan Teori 

Sosial Dalam Penelitian”, Metode Penelitian Ekonomi Syariah, (2019). 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan unit objek yang diteliti 

berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang logis sebagai 

dasar untuk mengambil kesimpulan.
19

 Dapat disimpulkan 

bahwa populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau 

benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan 

objek penelitian. Disini yang menjadi populasi penelitian 

adalah semua berjumbelah (5) anggota kepengurusan Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) Provinsi 

Lampung  

b. Sampel 

penelitian. Dapat dikatakan juga bahwa sampel merupakan 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel merupakan 

bagian dari orang populasi. Metode yang  dipakai oleh peneliti 

sendiri dalam pengambilan sampel yakni dengan tekhnik 

judgement sampling atau Purposive Sampling yaitu penarikan 

sampel secara purposive merupakan cara penarikan sampel 

yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik 

yang ditetapkan peneliti. Adapun kreteria atau ciri ciri yang 

penulis tentukan adalah :  

1. Kepengurusan yang paling mengetahui Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Lampung  

2. Pengurus yang berhubungan dengan sertifikasi Halal 

3. Telah bekerja aktif di badan penyelenggara jaminan produk 

halal (BPJPH) 

Berdasarkan kriteria diatas maka keseluruhan sample yang 

mewakili berjumlah 3 (Tiga) orang pengurus Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi 

Lampung 

4. Metode Penelitian  

a. Observas 

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data 

                                                      
19

 Prof Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)”, 

Bandung: Alfabeta, Vol. 28, (2015),  
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yang paling utama dalam penelitian kualitatif.
20

 Observasi 

adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan. Observasi dilakukan untuk pembuktian terhadap 

informasi yang diberikan dengan fakta di lapangan.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu kejadian interaksi antara 

pewawancara dan sumber informasi yang di wawancarai 

secara langsung.
21

 Wawancara dilakukan penulis dengan 

berbagai pihak yang bersangkutan dengan masalah yang 

sedang diteliti guna mengumpulkan data-data secara 

maksimal. Dan penulis terlebih dahulu menentukan beberapa 

informan kunci sebagai data. Informan kunci yaitu orang yang 

dianggap lebih mengerti dan mengetahui serta memahami 

pokok permasalahan yang akan di teliti, informan kunci  

c. Dokumentasi   

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang tidak 

langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui 

dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya 

disusun oleh seseorang atau lembaga, dan membuka 

kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap 

sesuatu yang diselidiki.
22

 Teknik ini digunakan untuk 

mencatat, menyalin, menggunakan data atau dokumen tertulis 

lainnya. Semua data itu dipilah dan dikualifikasi berdasarkan 

jenisnya, karena itu merupakan data primer yang perlu 

mendapatkan perhatian serius. Penggunaan dokumentasi 

diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan 

efektivitas dalam pengambilan data.  

5. Analisis Data  

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah 

                                                      
20 Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, 2007. 
21 A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan, (Prenada Media, 2016). 
22 tanjung jabung timur et al., “afifuddin, saebani.(2012). metodologi 

penelitian kualitatif. bandung: pustaka setia. alloy s, dkk.(2008). keberagaman 

subsuku dan bahasa dayak. institut dayakologi. alwi, h. dkk.(2014). tata bahasa 

indonesia. jakarta: balai pustaka”, jurnal eltronik fakultas sastra universitas sam 

ratulangsi,  
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selanjutnya penulis menganalisa  data tersebut sehingga dapat 

diambil suatu kesimpulan.Teknik analisis yang digunakan  adalah 

teknik koperatif, penulis membandingkan kondisi obyektif di 

lapangan dengan kondisi yang ideal (teoritis). Kemudian langkah 

selanjutnya adalah penulis mengambil sebuah kesimpulan , 

kesimpulan yang ada merupakan jawaban dari permasalah pada 

rumusan masalah, dalam hal ini kesimpulan yang diambil sesuai 

dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang 

sertifikasi halal dalam pengawasan. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Skripsi ini ditulis berdasarkan Pedoman Penulisan 

Skripsi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, dan 

terbagi menjadi lima bab. Sistematika penelitian ini dibuat agar 

memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian dan juga 

untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari 

penelitian ini. Sistematika penelitian penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Bab Pertama, merupakan penjelasan awal mengenai 

penelitian ini yang terdiri atas Penegasan Judul, latar belakang, 

identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab Kedua, dijelaskan mengenai Landasan  teori Badan 

Penyelenggara  Sertifikasi Halal (BPJPH) sertifikat halal yang 

menjelaskan kerangka teori.  

Bab Ketiga, dijelaskan mengenai tinjauan umum 

lembaga yang melaksanakan jaminan produk halal di indonesia 

yang menjelaskan mengenai BPJPH, sejarah kementrian agama 

provinsi lampung, peran masing-masing badan hukum dalam 

menerbitkan sertifikat halal dan pandangan maqasid syariah 

dalam penerbitan sertifikasi Halal .  

Bab Keempat, merupakan penjelasan hasil dari 

penelitian yang menjelaskan mengenai kendala dan efektivitas 

BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal untuk masyarakat.  

Bab Kelima, dijelaskan mengenai penutup yang terdiri 

atas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan 

mewawancarai langsung Pejabat BPJPH di Kementerian Agama 

Provinsi Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara umum tugas BPJPH di Provinsi Lampug 

berwenang menyusun program kerja dalam 

penyelenggaran sertifikasi Halal menyelenggarakan 

informasi sosialisasi, edukasi, dan  pendampingan di 

tingkatan provinsi dan kabupaten / kota. Melakukan 

pendataan pelaku usha mikro kecil dan menengah dan 

perencanaan fasilitas sertifikasi Halal 

2. Dalam pelaksaan tugas sertifikasi Halal di Provinsi 

Lampung tentunya  di lakukan berjalan belum efektif 

karena belum adanya kepengurusan BPJPH resmi di 

tingkat Provinsi Lampung, masih minimnya pegawai yang 

menangani proses sosialisasi,edukasi dalam penyebaran 

informasi kepada pihak pelaku usaha,minimnya anggaran 

yang di sediakan juga berpengaruh terhadap kinerja karena 

dengan sedikitnya anggaran maka sedikit juga pelaksaaan 

kegiatan sosialisasi yang di lakukan  

3. Tinjauan perspektif maqasid syariah pada BPJPH Provinsi 

Lampung terdiri dari lima tujuan penjagaan, 

Mengamankan nilai kehidupan manusia dengan menjamin 

ketersediyaan produk Halal. Tujuan ke dua, mengamankan 

diri manusia. Yakni sosialisasi,pendampingan dan edukasi 

dalam proses pendafaran lebelisasi Halal. Tujuan ketiga 

mengamankan masyarakat, dengan mewujudkan generasi 

yang sehat dan cerdas melalui jaminan konsumsi produk 

Halal. Tujuan ke empat, Mengamankan lingkungan 

memperhatikan dampak ekologi bagi warga sekitar dan 

keberlangsungan bumi ,dan kelima menjaga harta di 

laukan dengan meringankan biaya secara geratis proses 

sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil UMKM dalam 

mendapatkan informasi dan pendaftaran sertifikasi Halal 



 

 

di Provinsi Lampun 

 

B. Saran 

Berdasarkan data yang udah di jelaskan di atas peneliti 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Kepada kementerian agama provinsi Lampung seharusnya 

sudah memiliki badan kepengurusan BPJPH sendiri yang 

sudah terpisah tida sebatas tugas tambahan  

2. Kepada kementerian agama provinsi Lampung di bawah 

kepengurusan BPJPH seharusnya sudah memili badan 

penanganan LPH yang sudan terakreditasi  

3. Kepada kepengurusan BPJPH sebaiknya terus meningkatkan 

kinerja dalam proses sosialisasi, edukasi, dan pendampingan 

tentang sertifikasi Halal 

4. Upaya peningkatan pelayanan berbasis online 

5. Untuk masyarakat muslim Indonesia di harapkan bisa ikut 

serta mendukung BPJPH sebagai lembaga baru dalam proses 

penerbitan sertifikasi Halal 
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